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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

A. Perjanjian Berdasarkan Buku III KUHPerdata
1. Definisi Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni overeenkomst. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.23 
Kemudian pengertian perjanjian menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro, yaitu:24 
“Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut”.
Untuk memperjelas mengenai definisi perjanjian, penulis menambahkan pendapat dari Achmad Ichsan, yang mana dinyatakan bahwa perjanjian adalah:25 
“Suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu”. Sedangkan perumusan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Pasal 1313, yang menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Pada dasarnya kritikan tersebut diatas menginginkan adanya perbaikan perumusan dari Pasal 1313 KUH Perdata, dimana perbaikan-perbaikan tersebut mengenai : 26
a. Perkataan perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata harus meliputi perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, misalnya dengan menambah perkataan “saling mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

b. Perkataan perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Dengan adanya kritikan tersebut, maka perumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata itu menjadi “Persetujuan adalah perbuatan melawan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “dengan adanya perbuatan hukum antara kedua belah pihak, dimana hubungan hukum tersebut dinamakan perikatan”. Dengan demikian, maka perjanjian merupakan sumber perikatan disamping undang-undang. Dalam kaitan ini R. Subekti, memberikan suatu batasan tentang perikatan, yaitu “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak atau dua orang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”. Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting dan dapat dilihat pula, bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.  
Hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang terdapat dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.
Prestasi ini adalah “objek” atau “voorwerp” dari perjanjian/verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai “schuldeiser”atau “kreditur”. Pihak yang wajib menunaikan prstasi berkedudukan sebagai “schuldenaar” atau “debitur”.27
Walaupun yang menjadi objek atau “voorwerp” itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempersalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara “pribadi tertentu”. Pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu hak yang bersifat relatif, artinya hak hak atas prestasi baru ada pada persoon tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum. Namun, ada beberapa pengecualian tentang hal tersebut yaitu :

a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (bepalde persoon), verbintenis bisa terjadi oleh suatu “keadaan/kenyataan tertentu”.

b. Atau oleh karena suatu “kewajiban hukum dalam situasi yang nyata”, dapat dikonkritisasi sebagai verbintenis. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu.

Perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan, dalam perjanjian kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa debitur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan “secara sukarela” memenuhi kewajiban prestasi, kreditur dapat meminta kepada pengadilan untuk melaksanakan sanksi hukum, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa.

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian dapat dibedakan yaitu :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zoonder rechtswerking). Ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai “akibat hukum” yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna (onvolledige rechtswerking), seperti natuurlijka verbintenis. Ketidaksempurnaan daya hukumnya terletak sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberikan kemampuan oleh hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

3. Perjanjian yang sempurna daya kekuatan hukumnya (volledige rechtswerking). Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi (schade vergoeding) serta uang paksa (dwangsom).

2. Syarat Syahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan mana dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.

Persoalan yang sering dikemukakan dalam hubungan ini adalah, kapan saatnya kesepakatan itu terjadi? Persoalan ini sebenarnya tidak akan timbul jika para pihak yang membuat perjanjian itu pada suatu saat bersama-sama berada di satu tempat dan di situlah tercapai kata sepakat. Akan tetapi, nyatanya dalam pergaulan hukum dimasyarakat tidak selalu demikian, melainkan banyak kejadian terjadi antara pihak melalui surat menyurat, sehingga menimbulkan persoalan kapan saatnya kesepakatan itu terjadi. Hal ini penting dipersoalkan sebab untuk perjanjian-perjanjian yang tunduk pada asas konsensualitas, saat terjadinya kesepakatan merupakan saat terjadinya perjanjian.

Terdapat 4 (empat) teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan ini yaitu sebagai berikut:28
1) Uiting theorie (teori saat melahirkan kemauan)

Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.

2) Verzental theorie (teori saat mengirim surat penerimaan)

Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan pada si penawar.

3) Ontvangs theorie (teori saat menerima surat penerimaan)

Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar

4) Vernemings theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan)
Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.

b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap (bekwaan) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Dalam sistem hukum perdata Barat, hanya mereka yang telah berada di bawah pengampunan sajalah yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Sedangkan orang-orang yang kurang atau tidak sehat akal pikirannya yang tidak berada di  bawah pengampunan (curatele) tidak demikian. Perbuatan hukum yang dilakukan tidak dikatakan tidak sah kalau hanya didasarkan Pasal 1320 ayat (2) Kitab undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, perbuatan hukum itu dapat dibantah dengan alasan tidak sempurnanya kesepakatan yang diperlukan, juga untuk sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang memuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya itu harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggungjawab yang bakal dipikulnya karena perbuatannya itu. Sehingga sudah seharusnya orang tersebut sungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas harta kekayaannya.

Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melndungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang yang menjadi objek perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukanasalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Namun, menurut Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang-barang yang masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek suatu perjanjian, kendatipun hal itu akan menjadi kesepakatan orang yang menilai dunia akan meninggalkan barang-barang warisan itu. Adanya larangan ini karena menjadikan barang yang akan diwarisi sebagai objek perjanjian bertentangan dengan kesusilaan. Lain halnya jika barang yang akan diwarisi itu dihibahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam perjanjian kawin atau oleh pihak ketiga kepada calon suami atau calon istri, ini diperkenankan.

Dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

d. Suatu Sebab Yang Halal.

Mengenai syarat ini Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Yang menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah apakah pengertian perkataan “sebab” itu itu sebenarnya. Sejumlah interpretasi atau penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkataan “sebab” itu adalah sebagai berikut : 29
1) Perkataan “sebab’ sebagai sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya.

2)  Perkataan “sebab” itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah persoalan bathin yang tidak diperdulikan oleh hukum.

3) Perkataan “sebab” secara letterelijk berasal dari perkataan oorzaak (bahasa Belanda) atau causa (bahasa latin) yang menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu dalam perjanjian adalah “tujuan”, yakni apa yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian. Dengan perkataan lain “sebab” berarti isi perjanjian itu sendiri.

4) Kemungkinan perjanjian tanpa sebab yang dibayangkan dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu kemungkinan yang tidak akan terjadi, karena perjanjian itu sendiri adalah isi bukan tempat yang harus diisi.

Kemudian yang perlu mendapat perhatian dalam hubungan ini adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun sebab yang lain daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.

Oleh para ahli dikatakan bahwa “sebab” dalam Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah kejadian menyebabkan adanya hutang, misalnya perjanjian jual-beli barang atau perjanjian peminjaman uang dan sebagainya. Sehingga yang dimaksud dengan persetujuan dalam pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah tidak lain adalah “Surat Pengakuan Hutang”, bukan perjanjian sendiri. Oleh karena itu, surat pengakuan hutang yang menyebutkan sebabnya (kausanya) dinamakan cautio discreta, sedangkan yang tidak menyebutkan sebabnya dinamakan cautiondiscreta.

Akhirnya Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Yaitu suatu prinsip yang menegaskan kepada para pihak membuat/menentukan sendiri isi perjanjian, atau bebas untuk menentukan bentuk dari perjanjian itu.

Sepanjang perjanjian memenuhi syarat-syarat sebagai suatu kontrak, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Kesusilaan, dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, bahkan memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk tidak membuat perikatan apapun juga.

Asas kebebasan berkontrak mengandung arti “kemauan” (will) para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam berprestasi berdasarkan kepentingannya masing-masing. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersirat di dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa terdapat kebebasan untuk membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan.

b. Asas Konsensuil (kesepakatan)

Maksud dari asas Konsensuil (kesepakatan) bahwa di dalam pembuatan suatu kontrak harus didasarkan padaadanya kata sepakat antara pihak tanpa ada paksaan, kekhilafan, atau kekeliruan dan penipuan. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu atau ke dua belah pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan ataupun khilaf dengan siapa ia melakukan perjanjian sedangkan penipuan itu terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat membujuk pihak lawannya untuk menyetujui perjanjian tersebut. 

Jadi, dengan adanya kata sepakat maka pada hakekatnya kontrak tersebut sudah mengikat para pihak dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban antara keduanya.

Pengaturan mengenai asas konsensuil, terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya salah satu syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1) Kontrak tersebut menjadi batal demi hukum, apabila di dalam kontrak tersebut tidak terpenuhinya syarat obyektif (berkenaan dengan obyek perjanjian), yaitu perihal tertentu dan kausa atau sebab yang halal. Akibatnya, adalah bahwa sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian;
2) Kontrak tersebut dapat dibatalkan. Artinya pembatalan itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian berkaitan dengan subyek atau para pihak di dalam perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan untuk berbuat. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan atau pembatalannya dapat dimintakan ke pengadilan. Apabila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku dan mengikat para pihak.

c. Asas Pacta Sun Servanda
Asas ini berhubungan erat dengan akibat dari adanya suatu perjanjian, tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata, yaitu :

1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa para pihak membuat perjanjian tidak dapat menarik kembali perjanjiannya kecuali apabila disetujui oleh para pihak membuat perjanjian tersebut dan pihak ke tigapun tidak boleh mencampuri isi perjanjian termasuk Hakim karena jabatannya.

d. Asas Itikad Baik

Terdapat 2 (dua) ketentuan yang berkenaan dengan asas itikad baik, yaitu:

1) Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian;

2) Asas itikad baik berdasarkan sikap bathin seseorang (kejujuran) sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 533 KUHPerdata, yaitu “Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada pemegang tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa menuduh akan itikad buruk kepadanya harus membuktikan tuduhan itu” sehingga setiap perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

e. Asas Kepribadian (personalitas)
Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata: “pada umumnya, tak seorangpun dapat mengikatkan diri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri” artinya tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membuat perjanjian kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk orang lain tetapi dengan adanya persetujuan dari yang memerintahkannya.
Selain Pasal 1315 KUHPerdata ada pasal lain yang berkenaan dengan asas kepribadian atau personalitas yaitu Pasal 1340 ayat (1) dan (2) KUHPerdata, yaitu:

ayat (1) 
Pada prinsipnya perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya
ayat (2)
 Pengecualian asas kepribadian, seperti disebutkan dalam Pasal 1317 KUHPerdata (janji guna pihak ketiga) bisa dilakukan asal diperjanjikan.
Pada prinsipnya perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, namun dimungkinkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain (pihak ketiga) asalkan diperjanjikan, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1317 KUHPerdata, yaitu: “lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.
Pihak yang terikat di dalam perjanjian hanyalah para pihak saja dan pihak ketiga bisa saja terlibat atau ikut serta (punya hak dan kewajiban yaitu untuk menerima dan melakukan suatu prestasi) asalkan diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut berarti segala sesuatunya tergantung dari isi perjanjiannya. Jika tidak secara tegas disebutkan di dalam perjanjian maka demi hukum ahli warisnya akan bertanggung jawab terhadap perikatan pewaris.

4. Obyek Dan Subjek Perjanjian


Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk “menyerahkan”, ”menyerahkan sesuatu”, “melakukan sesuatu” atau untuk “tidak melakukan sesuatu”. Memberi sesuatu (te geven), sesuai dengan ketentuan 1235 KUH Perdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan atau melever (levering) suatu benda.

Perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda nyata saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu ke dalam pejanjian memberikan sesuatu (te geven) termasuk ke dalamnya “penikmatan” (genot) dari suatu barang. Seperti dalam persetujuan sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 KUH Perdata. Penyewa wajib menyerahkan (te leveren) barang sewa kepada si Penyewa yang diserahkan disini bukan hak kebendaanya tetapi “pemakaian” (gebuik) untuk dinikmati (genot) dengan aman.30 

Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (te doen of niet te doen) bisa bersifat “positif” dan bisa pula bersifat “negatif”. Bersifat positif jika isi perjanjian ditentukan untuk melakukan/berbuat sesuatu (te doen). Ini timbul misalnya dalam perjanjian kerja seperti yang diatur dalam pasal 1603 KUH Perdata. Pekerja wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan sebaik-baiknya.

Perjanjian yang berupa pretasi negatif adalah verbintenis yang memperjanjikan untuk tidak berbuat/melakukan sesuatu (niet te doen). Sewa-menyewa yang diatur pasal 1550 ayat (3); merupakan salah satu perjanjian dengan prestasi negatif. Yang menyewakan harus membiarkan si penyewa menikmati barang sewaan secara tentram selama jangka waktu sewa masih berjalan. Objek atau voorwerp perjanjian harus “dapat ditentukan”.31
Tentang objek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takan ada artiperjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian.

Itulah sebabnya pasal 1320 ayat (3) menentukan, bahwa objek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objek harus tertentu (een bepaalde onderwerp). Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai “jenis” tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 KUH Perdata. Bagaimana kalau objek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya (soort) tidak tertentu. Oleh karena objek atau jenis objek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian (lihat pasal 1320 ayat (3), dengan sendirinya perjanjian demikian “tidak sah” jika seluruh objek/voorwerpnya tidak tertentu.

Misalnya memperjanjikan seseorang untuk membangun rumah tanpa sesuatu petunjuk apapun, baik mengenai letak, besarnya dan jenis bahan bangunannya. Perjanjian semacam ini “tidak mempunyai kekuatan mengikat” (krachteloos).

Dengan demikian dapat dimengerti, agar perjanjian itu memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat, prestasi yang objek perjanjian harus “tertentu”. Sekurang-kurangnya “jenis objek itu harus tertentu”. 32
Pada Pasal 1320 ayat (4) disebutkan : isi persetujuan harus memuat/kausa yang diperbolehkan (geoorloofde oorzaak). Apa yang menjadi objek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus kausa yang sah.

Persetujuan (overeemkomst) yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum (openbare orde) dan nilai-nilai kesusilaan (goede zeden). Setiap perjanjian yang objek/prestasinya bertentangan dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan; perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya.

Perjanjian timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.

Debitur dan kreditur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempuyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.33
Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian. Hal seperti ini bisa saja terjadi pada “percampuran hutang” (schuld vermeging) sebagaimana diatur pada Pasal 1436 KUH Perdata. Maka sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditur yang terdiri dari : 34
a. Individu sebagai persoon yang bersangkutan.

b. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan /hak orang lain tertentu.

c. Persoon yang dapat diganti.

Tentang siapa-siapa yang dapat menjadi debitur, sama keadaanya dengan orang-orang yang dapat menjadi kreditur, yaitu : 35
a. Individu sebagai persoon yang bersangkutan

b. Seseorang atas kedudukan/keadaan tertentu bertindak atas orang tertentu.

c. Seseorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitur semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin dan persetujuan kreditur.

5. Hapusnya Perjanjian

Mengenai “hapusnya perjanjian” (tenietgaan van overenkomst). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur.

Ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Sebaliknya, dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur. Masalnya perjanjian jual beli. Dengan dibayarnya harga barang perjanjian sudah hapus. Akan tetapi persetujuan jual beli nya masih tetap ada antara para pihak. Lain halnya jika persetujuan yang dihapuskan. Umpamanya para pihak menyatakan persetujuan  jual beli tadi dibatalkan dengan sendirinya perjanjian jual beli hapus, dan pihak-pihak “kembali kepada keadaan semula” (turugwerkende kracht). Jadi pada umumnya jika persetujuannya yang dihapuskan mengakibatkan para pihak harus kembali kepada keadaan semula, seolah-olah di antara para pihak tidak terjadi apa-apa.

Perjanjiannya yang dihapus, tidak mempunyai akibat kembali kepada keadaan semula. Malah terjadi, para pihak berada dalam keadaan baru. Para pihak pembeli mendapatkan barang dan penjual mendapatkan harga barang yang dijual.

Penjelasan di atas kita lihat, dengan adanya “persetujuan” yang mendahului setiap perjanjian, bisa terjadi hapusnya perjanjian belum tentu menghapuskan persetujuanya itu sendiri. Akan tetapi dengan hapusnya persetujuan dengan sendirinya menghapuskan perjanjian.

Banyak cara dan macam dapat menghapuskan perjanjian, misalnya dengan cara membayar harga barang yang dibeli. Atau dengan jalan mengembalikan barang yang dipinjam. Bisa juga dengan jalan pembebasan hutang dan sebagainya.

Adapun cara-cara penghapusan perjanjian telah diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Dalam pasal ini telah disebut satu persatu cara dan jenis penghapusan perjanjian. Namun dari sekian jumlah cara dan jenis penghapusan perjanjian yang disebut dalam pasa tadi, umumnya hanya “bercirikan” penghapusan perjanjian-perjanjian tertentu. Sedangkan cara penghapusan perjanjian pada umumnya hanya disebut dengan satu atau dua cara saja.

Cara penghapusan yang terdapat dalam Pasal 1381 KUH Perdata, antara lain :

1) Karena pembayaran (betaling);

2) Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan (konsignasi);

3) Karena pembaharuan hutang (novasi, schuld verniewing);

4) Karena kompensasi atau perhitungan laba-rugi;

5) Karena konfusi atau percampuran antara hutang dan pinjaman;

6) Karena penghapusan hutang;

7) Karena pernyataan tidak sah atau terhapus;

8) Karena daluarsa atau verjaring.  

6. Prestasi dan Wanprestasi

Objek perjanjian yang merupakan hak debitur dan kewajiban debitur biasanya dinamakan prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum perdata prestasi ini dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu di sini tergantung pada maksud atau tujuan dari pada para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan yang tidak boleh diperbuat. Perkataan sesuatu tersebut bisa dalam bentuk materil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateril (tidak berwujud). 

Prestasi ini adalah “objek” atau “voorwerp” dari verbintenis tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai “schuldeiser” atau “kreditur”. Pihak yang wajib menunaikan berkedudukan sebagai  “schuldenaar” atau “debitur”. 36
Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan ini daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian). 37
Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam,  yaitu:38 sama sekali tidak memenuhi prestasi; tidak tunai memenuhi prestasi;terlambat memenuhi prestasi; dan keliru memenuhi prestasi.
Praktek hukum yang terjadi, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi pretasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli sesuatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya itu kepada penjual.

Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran (sommatie/ingebrekestelling) agar memenuhi kewajibannya.

B. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
1. Pengertian Perjanjian Pengkiatan Jual Beli (PPJB)
Berbicara mengenai perjanjian pengikatan jual beli, merupakan perjanjian yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian ini lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu terobosan baru yang lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah dan bangunan yang akhirnya menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli.

Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada juga yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Persyaratan yang timbul dari undang-undang misalnya Akta Jual Beli (AJB) tanah yang akan dijual seharusnya atas nama pihak penjual, tetapi dalam AJB tersebut belum dibalik nama ke atas nama pihak penjual.

Umumnya persyaratan yang sering timbul adalah persyaratan yang lahir dari kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli, misalnya pada saat akan melakukan jual beli, tanah yang akan dijual belum mempunyai sertifikat hak milik karena tanah tersebut awalnya merupakan tanah hak milik adat yang belum didaftarkan, dengan keadaan di atas tentunya akan menghambat untuk pembuatan akta jual belinya, karena pejabat pembuat akta tanah akan menolak untuk membuatkan akta jual belinya karena belum selesainya semua persyaratan tersebut, untuk tetap dapat melakukan jual beli maka para pihak sepakat bahwa jual beli akan dilakukan setelah Akta Jual Beli (AJB) sudah di balik nama ke atas nama pihak penjual dan sertifikat tanah hak milik adat akan di urus oleh salah satu pihak, untuk menjaga agar kesepakatan itu terlaksana dengan baik sementara persyaratan yang diminta bisa di urus maka biasanya pihak yang akan melakukan jual-beli menuangkan kesepakatan awal tersebut dalam bentuk perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama perjanjian pengikatan jual beli.

Berkaitan dengan pengertian perjanjian pengikatan jual beli menurut R Subekti, dikatakan bahwa  “perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk untuk dapat dilakukan jual beli antara lain adalah sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinya pelunasan harga”. Sementara itu, menurut Herlien Budiono, dikatakan bahwa “perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas”.39 Kemudin menurut Hikmahanto Juwana, dikatakan bahwa: 
“perjanjian pengikatan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi”.40
Jadi menurut penulis dapat dikatakan bahwa perjanjian pengikatan jual beli khusus terkait dengan satuan rumah susun adalah perjanjian awal sebelum dilakukannya jual beli dengan alasan pembayaran sebagai konsekuensi jual beli belum bisa dilaksanakan dengan penuh atau lunas serta surat-surat atau dokumen rumah susun belum lengkap. Oleh karena kedudukan perjanjian pengikatan jual beli yang sebagai perjanjian pendahuluan maka perjanjian pengikatan jual beli berfungsi untuk mempersiapkan atau bahkan memperkuat perjanjian utama / pokok yang akan dilakukan, karena perjanjian pengikatan jual beli merupakan awal dari lahirnya perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Jual-Beli. 

2. Isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Perjanjian pengikatan jual beli berisi tentang perjanjian pendahuluan untuk lahirnya perjanjian pokok/ utama biasanya adalah berupa janji-janji dari para pihak yang mengandung ketentuan tentang syarat-syarat yang disepakati untuk sahnya melakukan perjanjian pokoknya. Misalnya dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas satuan rumah susun, dalam klausul perjanjiannya biasanya berisi janji-janji baik dari pihak penjual hak atas satuan rumah susun maupun pihak pembelinya tentang pemenuhan terhadap syarat-syarat agar perjanjian pokoknya yaitu perjanjian jual beli dan akta jual beli tersebut dapat ditanda tangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seperti janji untuk melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) sebelum jual beli dilakukan sebagaimana diminta pihak pembeli, atau janji untuk segera melakukan pembayaran oleh pembeli sebagai syarat dari penjual sebagai akta jual beli dapat ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Selain janji-janji biasanya dalam perjanjian pengikatan jual beli juga dicantumkan tentang hak memberikan kuasa kepada pihak pembeli. Hal ini terjadi apabila pihak penjual berhalangan untuk hadir dalam melakukan penandatanganan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik karena lokasi yang jauh, atau karena ada halangan dan sebagainya. Pemberian kuasa tersebut biasanya baru berlaku setelah semua syarat untuk melakukan jual beli  di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah terpenuhi.41
3. Pengaturan Perjanjian Pengkiatan Jual Beli Satuan Rumah Susun

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/KPTS/1994 tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, diatur mengenai klausul-klausul yang harus dimuat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, diantaranya:
a. Obyek yang akan diperjualbelikan

Rumah susun sebagai objek yang akan diperjualbelikan wajib memiliki izin-izin yang diperlukan, seperti izin lokasi, bukti penguasaan dan pembayaran tanah, dan izin mendirikan bangunan.

b. Pengelolaan dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang merupakan kewajiban seluruh penghuni

Calon pembeli satuan rumah susun harus bersedia menjadi anggota perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun (PPPSRS). Pembentukan PPPSRS telah diatur di dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

c. Kewajiban Pengembang

Sebelum melakukan pemasaran perdana, Pengembang wajib melaporkan hal terkait pemasaran perdana tersebut kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Laporan tersebut harus dilampiri dengan antara lain: 

1) Salinan surat persetujuan izin prinsip;

2) Salinan surat keputusan pemberian izin lokasi;

3)  bukti pengadaan dan pelunasan tanah;

4) Salinan surat izin mendirikan bangunan;

5) Gambar denah pertelaan yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah daerah setempat. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam tanda terima laporan tersebut belum mendapat jawaban dari instansi terkait, maka penawaran perdana tersebut dapat dilaksanakan.
Selanjutnya, terdapat kewajiban-kewajiban lain bagi pengembang, yaitu:
1) Menyediakan segala dokumen terkait dengan pembangunan perumahan, seperti:

a) Sertifikat hak atas tanah;

b) Rencana tapak;

c) Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;

d) Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

e) Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan

f) Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya;

2) Menyelesaikan pembangunan sesuai dengan standar yang telah diperjanjikan;

3) Memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam jangka waktu 100 (seratus) hari setelah tanggal penandatanganan berita acara penyerahan satuan rumah susun dengan ketentuan bahwa tanggung jawab pengembang dibatasi oleh desain dan spesifikasi satuan rumah susun dan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan pembeli;
4) Bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersembunyi yang baru dapat diketahui di kemudian hari;

5) Menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuknya PPPSRS dan membantu menunjuk pengelola setelah PPPSRS terbentuk;

6) Mengasuransikan pekerjaan pembangunan tersebut selama berlangsungnya pembangunan;
7) Jika terjadi force majeure selama berlangsungnya pembangunan, pengembang dan pemesan akan mempertimbangkan penyelesaian sebaik-baiknya dengan dasar pertimbangan utama adalah dapat diselesaikannya pembangunan satuan rumah susun;
8) Menyiapkan akta jual beli satuan rumah susun kemudian bersama-sama Pemesan menandatangani AJB tersebut di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal yang ditetapkan;
9) Pengembang dan/atau Notaris/PPAT akan mengurus perolehan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama Pemesan;
10) Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan. Apabila Pengembang belum dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan, maka Pengembang diberikan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, terhitung sejak tanggal rencana penyerahan rumah susun tersebut. Apabila ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, maka PPJB akan menjadi batal demi hukum. Kebatalan tersebut tidak perlu dibuktikan atau dimintakan keputusan pengadilan atau badan arbitrase. Pengembang diwajibkan mengembalikan pembayaran uang yang telah diterima dari pembeli ditambah dengan denda dan bunga setiap bulannya sesuai dengan suku bunga bank yang berlaku.

d. Kewajiban Pemesan
1) Pemesan berkewajiban melaksanakan segala kewajibannya yang ditetapkan dalam surat pesanan maupun dalam PPJB, serta tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar PPPSRS dan dokumen-dokumen lain yang terkait. 
2) Pemesan juga berkewajiban untuk menanggung segala biaya seperti:

a) Biaya pembayaran akta-akta yang diperlukan;

b) Biaya jasa PPAT untuk pembuatan ajb;

c) Biaya untuk memperoleh hak milik atas satuan rumah susun;

d) Biaya pendaftaran jual-beli atas satuan rumah susun (biaya pengalihan hak milik atas nama) di kantor badan pertanahan setempat;

e) Setiap pemesan, setelah menjadi pembeli satuan rumah susun juga wajib membayar biaya pengelolaan (management fee) dan biaya utilitas (utility charge).
C. Satuan Rumah Susun

1. Pengertian Satuan Rumah Susun
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Rumah Susun adalah:

“Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu  lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan  secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal dan  merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan  dihuni secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang  dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah  bersama".
Rumah Susun yang dimaksud dalam Undang-undang ini, adalah istilah yang memberikan pengertian hukum bagi bangunan gedung bertingkat yang senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama yang penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian secara mandiri atau terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembangunan. 

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dinyatakan bahwa:

“Satuan Rumah Susun adalah unit rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum”.
Hubungan antara satuan-satuan rumah susun dengan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama dapat dilihat dari Nilai Perbandingan Proporsional. Angka inilah yang menunjukkan seberapa besarnya hak dan kewajiban dari seorang pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun terhadap hak-hak bersamanya. Nilai Perbandingan Proporsional, ini dapat dihitung berdasarkan luas bangunan atau nilai rumah susun secara keseluruhan pada saat pertama kali memperhitungkan biaya pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harganya.42
2. Arah Kebijakan Hukum Serta Tujuan Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia

Arah kebijaksanaan rumah susun di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berisi 3 (tiga) unsur pokok yaitu: 

a. Konsep tata ruang dan pembangunan perkotaan, dengan mendayagunakan tanah secara optimal dan mewujudkan pemukiman dengan kepadatan tinggi; 

b. Konsep pengembangan hukum, dengan menciptakan hak kebendaan baru yaitu satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara perseorangan dengan pemilikan bersama atas benda, bagian dan tanah dan menciptakan badan hukum baru yaitu Perhimpunan Penghuni, yang dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dapat bertindak ke luar dan ke dalam atas nama pemilik satuan rumah susun, berwenang mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan di rumah susun;
c.  Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha dengan dimungkinkannya kredit konstruksi dengan pembebanan hipotik atau fiducia atas tanah beserta gedung yang masih akan dibangun.

Berdasarkan arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan pembangunan rumah susun adalah: 

a. Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi  rakyat dalam lingkungan sehat; 

b. Untuk mewujudkan pemukiman yang serasi dan seimbang; 

c. Untuk meremajakan daerah-daerah kumuh; 

d. Untuk mengoptimalkan sumber daya tanah perkotaan; 

e. Untuk mendorong pemukiman yang berkepadatan penduduk. 

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1985 tentang Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Peraturan ini memberikan  aturan penerapan dalam rangka memecahkan semua permasalahan hukum yang mengandung "sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama (condominium)", baik terhadap rumah susun sebagai tempat hunian atau bukan hunian, baik yang  telah dibangun atau diubah peruntukannya maupun sebagai  landasan bagi pembangunan baru. 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun telah memberikan pengaturan atas bagian bangunan yang masing-masing dapat dimiliki atau digunakan secara terpisah yang mengandung hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang  memberikan landasan bagi sistem pembangunan mewajibkan kepada Penyelenggara Pembangunan untuk melakukan pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun dengan pembuatan akta pemisahan dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Atas dasar pemisahan yang dilakukan dengan akta dengan melampirkan gambar, uraian dan pertelaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan didaftarkan sebagaimana disyaratkan, memberikan kedudukan sebagai benda tak bergerak yang dapat menjadi obyek pemilikan (real property).
Selanjutnya sesuai dengan kedudukan atas status hukum pemiliknya, Peraturan Pemerintah ini lebih lanjut mengatur mengenai sistem peralihan dan pembebanan serta pendaftarannya, perubahan dan penghapusannya, tak luput pula diatur mengenai:43
a. Tidak tertutupnya kemungkinan rumah susun yang  seluruhnya berada di bawah permukaan tanah; 
b. Persyaratan tentang Izin Layak Huni, selain berlakunya Pasal 1609 KUHPerdata sebagai upaya pengamanan  pembangunan rumah susun; 
c. Kedudukan Perhimpunan Penghuni sebagai badan hukum  beserta kewajiban-kewajibannya; 
d. Pengelolaan terhadap hak bersama yang tidak dapat dimiliki oleh perseorangan, secara proporsional; 
Penghunian Rumah Susun secara yuridis tidak membawa suatu permasalahan, karena telah ada undang-undang yang mengatur hak dan perlindungan  bagi penghuninya. Tetapi sebagai sesuatu model kehidupan  yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia untuk hidup bersama dengan orang banyak disebuah bangunan bertingkat tentu terdapat akses non yuridis yang lebih bersifat perubahan kultur yang biasanya digunakan,  misalnya: bagi orang yang biasa hidup paguyuban maka untuk hidup di apartemen atau rumah susun akan terasa sifat individualistis para penghuninya. Penghuni apartemen yang heterogen akan membawa permasalahan bagi penyesuaian lingkungan.

3. Sistem Kepemilikan Satuan Rumah Susun

Sistem bangunan/gedung bertingkat yang ruang-ruangnya dapat dipakai secara individual sudah lama dikenal dan dilaksanakan diberbagai kota-kota besar di Indonesia, dimana pemegang hak atas tanah tersebut adalah sekaligus merupakan pemilik gedung. Awalnya hanya ada hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan sekaligus pemilik bangunan dengan para pemakai dari ruang-ruang dalam bangunan/gedung bertingkat tersebut.44
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2011 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dikenal adanya lembaga kepemilikan sebagai hak kebendaan, yaitu adanya Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) yang terdiri atas hak perorangan atas Rumah Susun dan hak atas tanah bersama atas benda bersama serta atas bagian bersama yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan-satuan yang bersangkutan. Konsep dasar yang melandasi SHMSRS adalah berpangkal dari teori tentang kepemilikan atas suatu benda, bahwa benda/bangunandapat dimiliki oleh seseorang, dua orang atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah pemilikan bersama.45
Dalam  penjelasan umum Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, memberikan aturan penerapan dalam rangka memecahkan semua permasalahan hukum yang mengandung Sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama (condominium), baik terhadap rumah susun sebagai tempat hunian dan bukan hunian, baik yang telah dibangun atau diubah peruntukannya maupun sebagai landasan bagi pembangunan baru. Peraturan Pemerintah ini lebih banyak mengarah kepada pengaturan teknis pelaksanaan rumah susun sampai kepada syarat-syarat susun tersebut, izin layak huni. 

Menurut Oloan Sitorus dan Balans Sebayang terdapat 3 (tiga) bentuk sistem pemilikan rumah susun, yaitu:46 
Sistem pemilikan perseorangan; Sistem pemilikan bersama yang terikat; dan sistem pemilikan perseorangan yang sekaligus dilengkapi dengan sistem pemilikan bersama yang bebas (condominium).
Dilihat dari ketiga kategori di atas, maka rumah susun jelas merupakan kategori sistem pemilikan ketiga, karena di dalam rumah susun terkandung sistem pemilikan perseorangan dengan hak bersama yang bebas. Bagian dari rumah susun yang dimiliki secara perseorangan/individual disebut dengan satuan rumah susun. Satuan rumah susun dapat dimiliki secara individual. Satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pemilik satuan rumah susun harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah bersama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 36 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Dalam hal tanah bersama berstatus hak milik, yang dapat memiliki satuan rumah susun yang bersangkutan, terbatas pada perseorangan, Warga negara Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Khusus untuk badan-badan hukum yang dapat memiliki satuan rumah susun di atas tanah hak milik bersama, adalah badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 diantaranya Bank-Bank yang didirikan oleh negara, badan-badan sosial dan keagamaan serta koperasi pertanian yang memenuhi syarat. 

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hak bagi pemilikan satuan rumah susun, diberikan alat pembuktian yang kuat berupa sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun tersebut terdiri atas :  Salinan buku tanah dan surat ukur hak tanah bersama menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki; dan Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang bersangkutan. 

Hak milik atas satuan rumah susun yang dimaksud Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2011 tentang Rumah Susun tersebut meliputi hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Adapun yang disebut dengan bagian bersama dalam bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi  dengan satuan rumah susun. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian dari rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, seperti taman, tempat parkir, tempat bermain dan tempat ibadah yang sifatnya terpisah dari struktur bangunan rumah susun. Sedangkan tanah bersama dalam tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan lain izin bangunan. 

Menurut Imam Sutikno, Guna memberikan kedudukan atau sebagai dasar untuk memberikan kedudukan sebagai benda tak bergerak yang dapat menjadi objek pemilikan serta untuk memberikan landasan bagi sistem pemilikan atas satuan rumah susun diwajibkan adanya pengaturan atas bagian bangunan yang masing-masing dapat dimiliki secara terpisah yang mengandung hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang dikenal dengan pemisahan.47
Pemisahan tersebut menjadi kewajiban penyelenggara pembangunan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang menyatakan bahwa:
1) Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagianbersama, benda bersama, dan tanah bersama;

2) Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi bagian bersama jika dibangun sebagai bagian bangunan rumah susun.

3) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kejelasan atas:
a. Batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik;
b. Batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi hak setiap sarusun; dan
c. Batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap sarusun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, pemisahan tersebut dituangkan dalam suatu akta pemisahan yaitu tanda bukti pemisahan rumah susun atau satuan-satuan rumah susun, bagian bersama benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar. Uraian pemisahan tersebut dituangkan dalam suatu akta pemisahan yaitu tanda bukti pemisahan rumah susun atau satuan-satuan rumah susun, bagian bersama benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai proporsional. 
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